KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang

bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk
mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2025 Unaudited,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan
Laporan Keuangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi;

bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud,
dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan
Tim Penilai PIPK;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang

idih.kpu.go.id/jambi/merangin




Mengingat

Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Merangin;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6516);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintahn Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1063);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 2158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan
Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1452);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1082);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
376);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman = Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM

PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN

KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MERANGIN.

Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian

Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses
penerapan PIPK;

2. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas
dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;

3. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam
penerapan PIPK;

4. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan
keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan
material;

5. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam
penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana
pengendalian, dokumen pendukung dan tipe
pengendalian;

6. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang
merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai
transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan,;

7. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan
Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-
Pengendalian) sesuai Tabel A (lampiran I), Tabel A (TP)
(lampiran II), dan Tabel A.1 (lampiran III) sebagaimana
tercantum pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian

Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
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11.

12.

13.

Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas
sesuai Tabel B.1 (lampiran IV) sebagaimana tercantum
pada PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi
Informasi dan Komunikasi (PUTIK) sesuai Tabel B.2
(lampiran V) sebagaimana tercantum pada PMK Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian sesuai Tabel
C.1 (lampiran VI), sebagaimana tercantum pada PMK
Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi sesuai Tabel
C.2 (lampiran VII), sebagaimana tercantum pada PMK
Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi
Pengendalian dan Penilaian Kelemahan sesuai Tabel D
(lampiran VIII), sebagaimana tercantum pada PMK Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK
sesuai template 2, sebagaimana tercantum pada PMK
Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini mempunyai tugas:

1.

Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja

KPU Kabupaten Merangin;

idih.kpu.go.id/jambi/merangin




Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relavan

pada akun signifikan, yaitu:

a. Asersi tentang keberadaan atau  keterjadian
berhubung dengan apakah aset, kewqiiban dan
ekuitas yang tercantum dalam neraca mernang benar-
benar ada pada tanggal neraca;

b. Asersi kelengkapan yang menyatakan bahwa seluruh
transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam
laporan keuangan telah disajikan seluruhnya;

c. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan
dengan apakah pada tanggal tertentu, aset yang
tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak
entitas dan utang merupakan kewajiban entitas;

d. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan
dengan apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aset,
kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan
keuangan merupakan nilai-nilai yang tepat;

e. Asersi tentang ©penyajian dan pengungkapan
berhubungan dengan apakah berbagai komponen
dalam laporan keuangantelah digabungkanatau
dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan
tepat;

Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko

mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan;

Melaksanakan evaluasi pengendalian intern tingkat

entitas dengan Teknik, yaitu:

a. Reviu dokumen, dengan cara mempelajari dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan
unsur-unsur pengendalian intern;

b. Wawancara, dilakukan dengan mengamati secara
cermat pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan
kegiatan,;

Melaksanakan Pemantauan tindaklanjut atas

rekomendasi;

Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai

dibawahnya;
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7. Mendokumentasikan, menilai dan memantau
implementasi PIPK;

8. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka
menyusun laporan PIPK;

9. Menyusun dan Menyampaikan laporan hasil hasil
Penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan
APIP.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim
Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dokumen Isian
Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025
sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
~—Plt::-Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pefglidan Hukum.

idih.kpu.go.id/jambi/merangin




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
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TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

1. | M. Arif Suryandi Lingga | Sekretaris Penanggung Jawab

Plt. Kasubbag Kuangan,

. . ) Ket
2. | Paisul Amdani Lubis i, dein Logiati etua
3. | Ahmad Bashori Stal Fengelaia Sekretaris
Keuangan
St lol
4. | Afdini Rizka Fahlia af Pengelola Anggota
Keuangan
5. | Rasmi Bendahara Pengeluaran Anggota

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

1. M. Arif Suryandi Lingga | Sekretaris Penanggung Jawab

Plt. Kasubbag Kuangan,

Umum, dan Logistik e

9. Paisul Amdani Lubis

Plt. Kasubbag
3. | Inayati Teknis Penyelenggaraan Sekretaris
Pemilu dan Hukum

Plt. Kasubbag

4. Zikriadi Perencanaan, Data, dan Anggota
Informasi
Plt. Kasubbag

S. | Retno Sari Handayani | Partisipasi, Hubungan Anggota

Masyarakat, dan SDM

Analis Hukum Ahli
Pertama

6. | Okhmansyah Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN,
Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

= ==—KABUPATEN MERANGIN M. ARIF SURYANDI LINGGA
/—Pi‘f Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Pe _\dt da.n Hukum,

ttd.
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